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                LAPORAN SINGKAT
   RAPAT KOMISI IV DPR-RI
   BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN,
   KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERUM BULOG,
   DAN DEWAN MARITIM INDONESIA
   Tahun Sidang : 2005-2006
   Masa Sidang : IV
   Rapat Ke : 33
   Jenis Rapat : Rapat Kerja
   Sifat : Terbuka
   Dengan : Menteri Kehutanan Republik Indonesia
   Hari/tanggal : Kamis, 1 Juni 2006
   Pukul : 19.40-24.35
   Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR-RI
   Gedung DPR-RI, Senayan-Jakarta
   Acara : 1. Pengantar Ketua Rapat;
   2. Penjelasan Menteri Kehutanan RI tentang Hasil Kunjungan Kerja
   Komisi IV DPR-RI dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2007;
   3. Kesimpulan/Keputusan ;dan
   4. Penutup
   Ketua Rapat : Dr. H.M. Yusuf Faishal
   Sekretaris : Dra. Tri Budi Utami, M.Si
   Hadir Anggota : 39 dari 49 orang Anggota Komisi IV DPR-RI
   Hadir Pasangan Kerja : Menteri Kehutanan Republik Indonesia beserta
   Jajarannya
     I. 
       PENDAHULUAN
   Rapat dibuka 19.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
     II. 
       KESIMPULAN/KEPUTUSAN
     1. 
       Komisi IV DPR-RI mendukung 5 (lima) program prioritas pembangunan
       kehutanan yang ditetapkan Departemen Kehutanan RI dan selanjutnya
       dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007. sehubungan
       hal tersebut maka Komisi IV DPR-RI dapat memahami dan sekaligus
       untuk dapat ditingkatkan, atas usulan RAPBN tahun 2007 terdiri
       dari APBN murni yang sementara ini sebesar Rp. 2,019 Trilyun dan
       GNRHL sebesar Rp. 4,2 Trilyun, serta Usulan Penerimaan PNBP
       sebesar Rp. 1.846.886.640.000,- kemudian untuk didalami/dibahas
       oleh Tim Komisi IV DPR-RI (Anggaran dan Pokja) selanjutnya
       dilaporkan dan disetujui dalam Rapat Kerja antara Komisi IV DPR-RI
       dengan Departemen Kehutanan RI yang akan datang.
     2. 
       Komisi IV DPR-RI juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh sasaran
       Departemen Kehutanan RI pada RKP tahun 2007 sebagai berikut :
         1. 
           Tidak ada lagi pencurian kayu skala besar di hutan negara di 8
           provinsi rawan pencurian kayu;
         2. 
           Tidak ada lagi industri primer perkayuan tanpa ijin dan/atau
           menggunakan bahan baku secara illegal;
         3. 
           Tidak ada lagi pelanggaran tata usaha kayu;
         4. 
           Tercapainya produksi kayu dari kawasan hutan alam yang
           dibebani hak sebesar 8 juta m³/tahun;
         5. 
           Sebanyak 59 unit HPH memenuhi syarat memperoleh sertifikat
           wajib PHL (mandatory)
         6. 
           Luasan hutan rakyat bertambah menjadi 5 juta hektar berupa HTI
           pulp dan HTI kayu pertukangan;
         7. 
           Luasan hutan rakyat bertambah 500 ribu hektar;
         8. 
           Kondisi 282 DAS prioritas membaik;
         9. 
           Terbentuknya dan beroperasi 20 unit Tanaman Nasional
           model/mandiri;
         10. 
           Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi berjalan
           optimal di 200 unit KSA/KPA;
         11. 
           Tercapainya penanggulangan kebakaran hutan yang efektif di
           Kalimantan, Sumatera dan Jawa;
         12. 
           Kawasan-kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak (open
           access) dikelola dan dimanfaatkan melalui pola kemitraan
           dengan masyarakat;
         13. 
           Berkembangnya pola kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan
           lindung dan konservasi dalam pemanfataan hasil hutan non kayu,
           serta pemanfaatan sumberdaya hayati dan jasa lingkungan;
         14. 
           Penunjukan kawasan hutan di 32 provinsi selesai;
         15. 
           Kawasan hutan yang ditetapkan mencapai 30% dari kawasan hutan
           yang sudah ditata-bata;
         16. 
           Terbentuknya dan beroperasinya unit KPH model pada 27 Provinsi
           di luar Jawa; dan
         17. 
           Data dan informasi SDH yang akurat, mutahir dan dapat
           dipertanggungjawabkan.
   Sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kemakmuran rakyat dan
   menjamin kelestarian hutan, oleh karena itu Komisi IV DPR-RI meminta
   Pemerintah/Menteri Kehutanan RI untuk lebih sungguh-sungguh dalam
   melaksanakan Revitalitasasi Pembangunan sector kehutanan secara lebih
   komprehensif,. Efesien, tertib, dan berkelanjutan.
     3. 
       Dalam rangka penyelesaian alih fungsi kawasan konservasi/kawasan
       hutan Negara/hutan lindung di Pulau Batam, Komisi IV DPR-RI
       meminta kepada Pemerintah/Menteri Kehutanan RI untuk membentuk Tim
       Independen dalam rangka melakukan penelitian/pengkajian secara
       komprehensif atas fungsi kawasan hutan di Pulau Batam dengan
       melibatkan Lembaga yang mempunyai otoritas ilmiah (LIPI), Pakar
       dan Akademisi/Perguruan Tinggi serta Lembaga lainnya yang terkait
       sebagaimana amanat UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PAsal 19
       (Rekomendasi Komisi IV DPR RI terlampir).
     4. 
       Khusus kawasan konservasi/kawasan hutan Negara/hutan lindung/hutan
       produksi yang bermasalah atau potensi bermasalah seperti : hutan
       produksi Padang Lawas, Kutai, Bukit Soeharto dan lain-lain, Komisi
       IV DPR-RI meminta kepada Pemerintah/Menteri Kehutanan RI untuk
       menginventarisasi, mengidentifikasi dan segera melakukan
       upaya-upaya penyelesaian yang berkeadilan dan bertanggungjawab
       dengan mendorong penindakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu.
     5. 
       Sehubungan dengan bencana di pulau Jawa yang diakibatkan oleh
       kerusakan hutan, dimana sebagian besar hutannya dikelola oleh
       Perum Perhutani, maka perlu dilakukan langkah dan koordinasi
       antara Perum Perhutani dan stakeholder lainnya untuk menjaga
       kelestarian, reboisasi dan pemeliharaan hutan. Untuk itu Komisi IV
       DPR-RI meminta kepada Menteri Kehutanan RI untuk mempercepat usaha
       reboisasi dikawasan hutan lindung dan menerapkan reduce impact
       logging pada kegiatan penebangan produksi dengan melakukan revisi
       PP No. 30 tahun 2003 dan PP No. 35 tahun 2002 yang berpegang teguh
       pada prinsip pengelolaan hutan lestari.
     6. 
       Komisi IV DPR-RI mengharapkan berbagai temuan Hasil Kunjungan
       Kerja Komisi IV DPR RI dalam reses Masa Persidangan III Tahun
       Sidang 2005-2006 yang merupakan aspirasi dari daerah, baik dalam
       alokasi anggaran dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan
       secara lisan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja hari
       ini dapat ditindaklanjuti proporsional.
     III. 
       PENUTUP
   Rapat ditutup pada pukul 24.35 WIB.
   KOMISI IV DPR RI
   KETUA RAPAT,
   DR. H.M.YUSUF FAISHAL
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